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PENETAPAN
Nomor 213/Pdt.PI2021/PA.MS

as ) G ) A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:
Taryana bin Widarja, tanggal lahir 28 Februari 1967 /umur 54, agama Islam,
pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 003,
RW 001, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai
Pemohon I;
dan
Neti binti Endak, tanggal 21 April 1971 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 003, RW
001, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober
2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor Nomor :
213/Pdt.P/2021/PA.MS, tanggal 22 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para
Pemohon:
Yuni Sulistiawati binti Taryana, NIK 1507046006070003, umur 14
tahun, (Marga Mulya, 20-06-2007), warga negara Indonesia, agama

Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan turut orang tua, tempat kediaman di RT
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003, RW 001, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Ahmad Muhibin bin Supriyanto, NIK 1507041107020004, umur 19
tahun, (Marga Mulya, 18-07-2002), warga negara Indonesia, agama
Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 002,
RW 001, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak
Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu,
maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan
Surat Penolakan Nomor: B-618/Kua.05.09.07/PW.01/10/2021, tanggal
19 Oktober 2021;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya
tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara
hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia;

4, Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama
kurang lebih 3 tahun dengan calon suami nya. Kemudian anak Para
Pemohon sudah lamaran dengan calon suami nya tersebut pada tanggal
15 Oktober 2021,

5. Bahwa anak Para Pemohon sering jalan keluar bersama
dengan calon suami nya tersebut, kemudian calon suami anak Para
Pemohon sering datang kerumah kediaman Para Pemohon untuk
mengunjungi anak para Pemohon, sehingga Para Pemohon khawatir
tidak bisa mengontrol anak Para Pemohon dan calon suami nya

tersebut;
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6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan
dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan
dengan calon suami nya tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah
ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para
Pemohon dengan calon suami nya tersebut;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap
untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon
berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga,
dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata diatas Rp.
2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya
perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cg. Yth. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon
untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Yuni Sulistiawati
binti Taryana dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Muhibin bin
Supriyanto;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halangan yang sah;
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Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,
sedang tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu
halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg permohonan Para
Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara
voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal
Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021
M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1443 H. oleh Rizki Gusfaroza,
S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu Siti Rawdiah Sari,
S.H.oleh sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon;

Hakim

ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.
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Panitera Pengganti

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 720.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Redaksi : Rp.  10.000,00
6. materai : Rp.  10.000,00
Jumlah Rp. 865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H
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